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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 625/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat 

antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, 

bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk 

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat 

tinggal di Kabupaten Pringsewu, untuk selanjutnya disebut 

sebagai  TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 November 2011 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 625/

Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 2 November 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,  sebagaimana diterangkan 

didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/09/V/2010 tanggal 3 Mei 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lampung 

Tengah, sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri 

namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, 

akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011, ketentraman rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
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Artinya : “ Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri 
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan 
karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan 
mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir  di persidangan tanpa alasan 

yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya 

yang sah, meskipun telah  dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat  diputus  

dengan  verstek, sesuai  Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar 

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

       

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan 

dengan bukti-bukti (persaksian) ” ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera 

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 

Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

tempat perkawinan Penggugat  dan Tergugat dilangsungkan;-------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7 Tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -------

Mengingat akan Pasal  49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang 

berkaitan dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  terhadap Penggugat; 
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk 

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan 

Pengawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilangsungkan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga 

kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah) ; 

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 15 Safar 1433 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis,  NUR 

IZZAH, SHI. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan mana pada hari tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu ELOK DIANTINA, SH. 

sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; 

KETUA MAJELIS,

Dto,

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Dto, Dto,

NUR IZZAH, SHI. KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA SIDANG,

Dto,

ELOK DIANTINA, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000,-
2. Biaya ATK Rp.  50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi Rp.    5.000,-
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5. Biaya meterai Rp.    6.000,-
J U M L A H Rp.391.000,-

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat 

tidak mau bekerja, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan 

juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Sari, bahkan Tergugat telah 

menikah dengan perempuan tersebut;

- Tergugat sering pulang sudah larut malam bahkan sampai pagi, dan Tergugat suka 

minum minuman keras;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2011, yang akibatnya Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah embahnya di Pringsewu lebih 

kurang 8 bulan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat 

sebagaimana alamat tersebut di atas;

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi 

sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari 

Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini 

berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro  Tergugat  terhadap Penggugat:

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai  wakil/kuasanya 

yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas)  Nomor : 625/Pdt.G/2011/PA.GS  

tanggal 11 November 2011 dan tanggal 16 Desember 2011, Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat 

dilaksanakan;
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